BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 77 /1I-WK/HK/2022

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA IKATAN ISTRI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

bahwa sehubungan dengan adanya usulan tertulis
dari Pengurus Ikatan Istri Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (IIA) Kabupaten Way
Kanan perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah
dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Sekretariat
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Way Kanan, maka perlu dilakukan
penetapan pemberian hibah;

bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah
merupakan bantuan berupa uang, barang,
dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan
usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak
mengikat untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.bahwa.?.
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c. bahwa pemberian belanja bantuan hibah dan
belanja bantuan sosial harus dilaksanakan secara
efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan dan
kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian
Hibah Ikatan Istri Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturanz\

Perundangan¥
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Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6389);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6139);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587); sebagaimana  telah  berubah  dan
pelaksanaan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); //Ex
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 159), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way
Kanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 183); /{\
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Menetapkan

12.

13.

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
156);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 156), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 183);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor
4);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH
KEPADA IKATAN [STRI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATUY,
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KESATU : Menetapkan Ikatan Istri Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai
Penerima Hibah pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Way Kanan Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Besaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU sebesar Rp. 280.000.000,00 (Dua
Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal A4 April 2022

BUPATIWAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.

3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Way Kanan di Blambangan Umpu.

S. yang bersangkutan.
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